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ABSTRAK

Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2010 telah memutus dan
mengabulkan perkara No0.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno tentang permohonan izin
poligami karena istri mengalami sakit jiwa, fenomena tersebut sudah menjadi hal
yang lumrah di kalangan masyarakat, akan tetapi kondisi tersebut tidak berlaku
sebaliknya pada seorang istri. Penelitian ini melihat dari sudut pandang gender,
apakah putusan izin poligami tersebut mengandung unsur bias gender atau hanya
mematuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perumusan
masalah dalam skripsi ini bertujuan untuk meneliti dasar dan pertimbangan hukum
yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami, serta
melihat putusan izin poligami tersebut dalam dua perspektif yaitu perspektif Hukum
Islam dan gender.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research),
penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sumber data primer yang digunakan dalam
penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Agama Wonosari No.
0196/Pdt.G/2010/PA.Wno dan wawancara sebagai data sekunder. Dalam
menganalisa putusan tersebut penyusun menggunakan dengan metode analisis data
kualitatif dan menggunakan cara berfikir induktif. Adapun pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan gender.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dasar dan pertimbangan hukum yang
digunakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, meskipun secara tekstual tidak terdapat
alasan sakit jiwa dalam syarat alternatif. Akan tetapi, dengan kondisi seorang istri
sakit jiwa secara otomatis tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri,
maka majelis hakim mengabulkan izin poligami. Dalam perspektif Hukum Islam
putusan izin poligami tersebut sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam
Hukum Islam, tidak bertentangan dengan Al-Qur’a&n dan As-Sunnah serta untuk
menciptakan kemaslahatan. Adapun dari perspektif gender memiliki perbedaan yakni
belum sesuai untuk dilaksanakan karena seorang istri yang mengalami sakit jiwa
sangat membutuhkan peran seorang suami untuk melindungi dan memberikan
perhatian serta dukungan karena kondisi psikologis istri yang lemah. Selain itu,
terdapat kesenjangan di lingkungan sosial, yang membuat ketidakadilan gender yakni
kondisi seorang istri yang mengalami sakit jiwa, suaminya diperbolehkan untuk
menikah lagi. Jika peristiwa tersebut terjadi sebaliknya, maka seorang istri tidak akan
pernah meninggalkan seorang suami sendiri dalam keadaan sakit. Inilah peran gender
yang sudah terbentuk oleh konstruksi masyarakat.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau misédgan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah.! Di samping perkawinan merupakan
perbuatan ibadah, seorang perempuan yang sudah menjadi istrinya merupakan
amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik.? Pada
hakikatnya, tujuan dibentuknya perkawinan adalah membentuk keluarga
Sakinah (ketenangan), Mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang).® Pada
asasnya di dalam UU Perkawinan menganut asas monogami yaitu seorang
pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitu sebaliknya seorang istri
hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun terdapat pengecualian bagi
perkara poligami, dibolehkannya oleh Undang-Undang perkawinan

melakukan poligami dengan beberapa ketentuan dan persyaratan yang ketat.

! Pasal 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), him. 41.

¥ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan | Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim
Kontemporer, (Yogyakarta: ACadeMIA + TAZZAFA, 2013), him.43.



Hukum Islam sudah mengatur tentang kebolehan melakukan poligami,
Allah SWT memperbolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat
berlaku adil terhadap mereka. Adil dalam melayani istri, seperti urusan
nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah.
Jika tidak mampu untuk berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).”®

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

* ) g sad W1 ol @l aSilay) Slala sl Ban) 8 ) glaes VT 84

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasannya poligami dibolehkan
namun jika tidak mampu untuk berlaku adil lebih baik jauhi poligami. Pada
hakikatnya sebagai manusia sangat susah untuk mampu berlaku adil, terlebih
lagi dalam hal kasih sayang ditakutkan kecenderungan hanya pada seorang
saja. Manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka
mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar yang tinggi, jika
hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis, maka poligami dapat
dijadikan sebagai sumber konflik dalam hubungan rumah tangga.

Dalam peraturan di Indonesia jika seseorang yang akan melakukan

poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, dengan cara

* Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), him.129.

® An-Nisa’(4): 3.



mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.®
Jika tidak melakukan izin ke Pengadilan Agama, maka tidak mempunyai
kekuatan hukum. ’
Dalam UU No 1 tahun 1974 diatur mengenai ketentuan dan syarat-
syarat poligami terdapat pada pasal 4 ayat 2 yang berisi:
Pengadilan di maksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin
kepada suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
b. lIstri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan
c. lstri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam pasal 4 ini dijelaskan bahwa seorang suami dapat mengajukan
izin poligami apabila salah satu syarat tesebut terpenuhi. Selain itu, terdapat
ketentuan dalam Pasal 5 yang menyatakan jika seorang suami yang ingin
mengajukan poligami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a.
adanya persetujuan dari Istrifistri-istri. b. adanya kepastian bahwa suami
mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak mereka. c.
adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-

anak mereka.® Dalam pasal 5 harus terpenuhi ketiga syarat-syarat tersebut.

® pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
" Pasal 56 ayat (3) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

& pasal 5 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Peraturan perkawinan juga diatur khusus bagi PNS yang akan
melakukan poligami, yaitu diatur dalam PP No 10 Tahun 1983 tentang izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan
tersebut dijelaskan bahwa seorang PNS laki-laki yang akan melakukan
poligami wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat. Selain itu, izin bagi PNS
yang beristri lebih dari satu memiliki ketentuan syarat yang khusus yakni
harus adanya izin dari pejabat, tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan

Pemerintah No. 10 Tahun 1983.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang
akan mengajukan permohonan izin poligami harus terpenuhinya syarat
alternatif dan syarat kumulatif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2),
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2),

Pasal 57 dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu pengadilan agama yang berada di Wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta adalah Pengadilan Agama Wonosari. Pengadilan Agama
Wonosari merupakan Pengadilan tingkat pertama yang berada di Kabupaten
Gunungkidul. Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2010 pernah
memberikan putusan mengenai izin poligami bagi PNS, hal itu dapat dilihat
dalam Putusan No: 0196/Pdt.G/2010/PA.WNo. Penyusun melakukan
penelusuran terhadap beberapa putusan perkara izin poligami pada pengadilan

agama dalam lingkup wilayah Daearah Istimewa Yogyakarta, kemudian



penyusun menemukan putusan perkara izin poligami dengan alasan istri
mengalami sakit jiwa. Putusan perkara izin poligami tersebut terdapat pada
Pengadilan Agama Wonosari. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan di
Pengadilan Agama Wonosari sekaligus bermaksud untuk menelusuri
pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan
perkara izin poligami karena alasan istri sakit jiwa.

Dalam putusan tersebut pemohon sebagai PNS bermaksud menikah
lagi (poligami) dengan alasan istri mengalami sakit jiwa. Pada perkara ini
pemohon sebagai PNS sudah memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh
Pengadilan termasuk mendapatkan izin dari atasan. Putusan izin poligami
terbukti memiliki alasan yang cukup kuat dari segi yuridis. Selain hal tersebut
dalam pertimbangan hukum dijelaskan, hakim melihat juga pada
kemaslahatan. Jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut maka
kemudharatan dan kemaksiatan yang akan menimpa pemohon dan calon istri
pemohon. Jika dilihat dari sisi istri yang sakit apakah akan mebawa
kemaslahatan bagi istri dalam kondisi sakit, padahal dalam kondisi tersebut
seorang istri sangat membutuhkan dorongan dari suami.

Fenomena tersebut adalah hal yang lumrah di kalangan masyarakat.
Seorang suami memiliki istri yang sudah tidak mampu untuk menjalankan
kewajibannya baik dalam kondisi sakit ataupun istri tersebut mandul maka

jalan keluar yang akan dilakukan adalah melakukan poligami. Sebaliknya



apabila, seorang suami tidak mampu lagi melakukan kewajibannya, maka
seorang istri tidak dapat melakukan hal yang banyak. Apabila memilih untuk
becerai tidak tega melihat suaminya mengurus dirinya sendiri dan akan
dipandang kurang baik oleh masyarakat selain itu, solusi untuk menikah
kembali (poliandri) bukan sebagai jalan keluar, karena jelas dilarang oleh

Islam.®

Fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai kesenjangan sosial yang
terjadi pada masyarakat pada umumnya. Apakah putusan izin perkara
poligami tersebut mengandung unsur bias gender, atau hanya mematuhi sesuai
dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana mestinya. Oleh
sebab itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan melihat
permasalahan perkara izin poligami khususnya dengan alasan karena istri

sakit jiwa yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan paparan di atas, penyusun membatasi penelitian ini menjadi

beberapa pokok masalah yaitu sebagai berikut:

° Diskusi Praktek Peradilan pada hari Kamis, 12 Oktober 2017 bersama Hakim PA
Yogyakarta Bapak Sulthoni, S.H., M.H. beliau mengatakan, ada seseorang istri memiliki suami yang
sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan kewajibannya kemudian istri tersebut tidak tega untuk
menceraikan suaminya. Dan istri tersebut hendak mengajukan poliandri. Tetapi sudah jelas dalam
hukum Islam diharamkan perbuatan poliandri tersebut.



. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim
Pengadilan Agama Wonosari dalam memutuskan perkara izin poligami bagi
PNS No0.0196/Pdt.G/2010/PA.WNQ?

. Bagaimana putusan izin poligami bagi PNS No0.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno
dalam perspektif Hukum Islam dan gender?

. Tujuan dan Kegunaan

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok masalah di atas, maka
penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan dasar dan pertimbangan hukum
yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara izin poligami bagi
PNS No0.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno.

. Untuk menganalisis putusan izin poligami bagi PNS
N0.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno menurut Hukum Islam dan gender.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

. Secara umum, memberikan sumbangan keilmuan dan khazanah Islam,
menjadikan salah satu bahan perbandingan dan referensi bagi civitas
akademik khususnya terkait persoalan izin poligami.

. Menjadikan salah satu referensi dan sumbangan pemikiran bagi Pengadilan
Agama serta pihak lain yang berkepentingan.

. Telaah Pustaka



Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penyusun lakukan, penyusun
menemukan beberapa literatur di antaranya melakukan penelitian yang
berhubungan dengan putusan hakim pengadilan agama mengenai permohonan
izin poligami.

Tulisan Isro’ Khoiruddin yang berjudul “Izin Poligami Karena
Dorongan Istri (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman No.
790/PDT.G/2013/PA.SMN) dalam skripsi ini memaparkan bahwa alasan
poligami dalam perkara ini secara yuridis belum memenuhi syarat yang telah
ditentukan. Sebab izin poligami dilakukan atas dorongan istri pertama, dan
majelis hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami ini tidak mengacu
pada alasan-alasan sebagai standar pemberian izin poligami sebagaimana
tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Namun, majelis hakim lebih mengacu pada upaya mewujudkan kemaslahatan
para pihak diantaranya karena adanya dukungan dari istri (termohon) yang
dengan ikhlas mendorong suaminya (pemohon) untuk menikah lagi
(Poligami).*®

Skripsi Muamar Irfan Nurhadi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam
Terhadap 1zin Poligami Karena Istri Bekerja Di Luar Negeri (Studi Putusan

Pengadilan Agama Sleman No. 185/Pdt.G/2012/PA.SMN). Skripsi ini

1% http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/08206, Isro Khoiruddin, Izin
Poligami Karena Dorongan lIstri: Studi Putusan No. 790/PDT.G/2013/PA.SMN, Jurnal Ahwal, Vol.8
No.2 Tahun 2015, hIm.190. diakses pada tanggal 27 Februari 2018.



http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/08206

menjelaskan dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim
berpedoman kepada qaidah fighiyyah. Jika ditolak izin poligami maka
kemadharatan yang akan ditimbulkan lebih besar daripada kemaslahatan.
Sebab, suami dan calon istrinya akan lebih menderita karena tidak bisa
menikah. Dalam skripsi ini dikatakan bahwa hakim tidak hanya melihat
secara yuridis. ! Titik perbedaan penelitian penyusun dengan penelitian ini
terletak pada obyek sengketa, yakni putusan Pengadilan Agama Wonosari No.
0196/Pdt.G/2010/PA.Wno tentang permohonan izin poligami karena istri
mengalami sakit jiwa.

Skripsi Shokiful Basri yang berjudul Izin Poligami Karena Istri
Nusyuz (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
0006/PDT.G/2010/PA.YK). Dalam skripsi ini dijelasakan alasan poligami
dilakukan karena seorang istri Nuysuz vyaitu tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai seorang istri ketika istri tersebut diajak suami
melakukan hubungan badan sering kali menolak sedangkan dirinya dalam
keadaan sehat. Sehingga dapat dikatakan seorang istri tidak dapat
melaksanakan kewajibannya. Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan
permohonan izin poligami dirasa memenuhi syarat dari segi yuridis. Selain

itu, hakim juga mempertimbangkan jika tidak memberikan izin poligami,

" Muamar Irfan Nurhadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Istri
Bekerja Di Luar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No.185/Pdt.G/2012/PA.SMN)”,
Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta,2014.
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pemohon dikhawatirkan akan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama
misalnya zina. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan
pendekatan normatif-yuridis.*> Sedangkan, dalam penelitian ini pendekatan
yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif dan gender serta obyek
sengketa yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Wonosari No.
0196/Pdt.G/2010/PA.Wno tentang permohonan izin poligami karena istri
mengalami sakit jiwa.

Skripsi Sahala HRP yang berjudul Izin Poligami Karena Suami Ingin
Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta No: 0321/PDT.G/2011/PA.YK). Dalam skripsi ini disebutkan
alasan mengajukan izin poligami dikarenakan suami atau pemohon ingin
mempunyai anak lagi, dalam kasus ini hakim menyimpangi pasal 4 UU No 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 57 KHI. Pertimbangan hukum
dalam
perkara ini hakim mempertimbangkan dari segi kemaslahatan bagi pemohon
dan termohon serta calon istri kedua pemohon dan anak-anaknya. Dengan
dasar dan pertimbangan tersebut hakim memutuskan untuk mengabulkan

permohonan izin poligami.** Adapun perbedaan dengan penelitian penyusun

'2 Shokiful Basri, “Izin Poligami Karena Istri Nusyuz (Studi Terhadap Putusan Pengadilan
Agama Yogyakarta Nomor 0006/PDT.G/2010/PA.YK)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah
dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

13 Sahala HRP, “Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadap
Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No: 0321/PDT.G/2011/PA.YK)”, Skripsi tidak diterbitkan,
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terletak pada obyek sengketa yang digunakan yakni, putusan Pengadilan
Agama Wonosari N0.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno tentang permohonan izin
poligami karena istri sakit jiwa.

Skripsi Muhammad Nur Fauzi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Putusan Hakim No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK Mengenai Poligami
Tidak Sehat Di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam skripsi ini dijelaskan
alasan mengajukan permohonan izin poligami dikarenakan calon istri kedua
sudah terlanjur hamil duluan. Permasalahan yang muncul adalah perkara izin
poligami dilakukan akibat suami berbuat zina, dalam putusan tersebut majelis
Hakim mengatakan kalua zina bukanlah alasan untuk melakukan poligami.
Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah bahwasannya istri
pertama pemohon telah ikhlas dan rela untuk dimadu, dan memberikan izin
kepada pemohon untuk melakukan poligami.** Skripsi ini sama-sama
membahas mengenai putusan permohonan izin poligami, namun dalam
penelitian ini obyek sengketa yang digunakan oleh penyusun adalah perkara
putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno karena

istri mengalami sakit jiwa.

Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2013.

Y Muhammad Nur Fauzi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim
No0.0213/Pdt.G/2010/PA.YK Mengenai Poligami Tidak Sehat Di Pengadilan Agama Yogyakarta”,
Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
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Skripsi Fauziah Fitriani yang berjudul 1zin Poligami Dengan Alasan
Isteri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Analisis Terhadap Putusan Perkara
Nomor 0284/Pdt.G/2008/PAJT. Di Pengadilan Agama Jakarta Timur).
Skripsi ini membahas mengenai tinjauan undang-undang dan fikih terhadap
perkara izin poligami karena istri mengalami sakit jiwa serta, membahas dasar
dan pertimbangan hakim dalam perkara putusan izin poligami No.
0284/Pdt.G/2008/PA.JT di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Adapun dari
segi undang-undang salah satu syarat alternatif yang terpenuhi oleh pemohon
dalam perkara ini adalah istri sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai istri, alasan tersebut didasarkan pada kondisi istri (termohon) yang
mengalami sejenis gangguan kejiwaan yaitu skizofernia. Dengan begitu,
sudah sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
dalam pandangan figh putusan izin poligami tersebut sudah sejalan dengan
ketentuan yang terdapat dalam figh. Dalam hal ini, pertimbangan majelis
hakim selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Al-Qur’an
dan hadis juga lebih memprioritaskan faktor maslahat dan mafsadah para
pihak dengan menjunjung tinggi asas keadilan. Skripsi ini sama-sama
membahas mengenai putusan permohonan izin poligami karena istri
mengalami sakit jiwa, namun titik perbedaan terletak dalam hal pendekatan

yang penyusun gunakan, yakni pendekatan normatif dan gender. °

' Fauziah Fitriani, “Izin Poligami Dengan Alasan Isteri Mengalami Gangguan Jiwa (Studi
Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor 0284/Pdt.G/2008/PA.JT Di Pengadilan Jakarta Timur”,
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Dari beberapa hasil penelitian terdahulu terlihat bahwa penelitian yang
akan penyusun lakukan mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya.
Pada penelitian ini akan ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam dan juga
gender.

E. Kerangka Teoritik

Allah telah menjadikan agama Islam sebagai agama yang Rahmatan
Lil ‘Alamin di dalamnya diatur sedemikian rupa mengenai segala
permasalahan hukum. Seperti halnya kebolehan melakukan poligami diatur
dalam surat An-Nisa’ (4):3:

OB aayy daliy e bl (e oS) Cillale | gaSiE i) 3 ) shanii W) S35 )
g W1l el aSilal Lol gl Bas) 68 ) slaeiVT Aaa

Dalam mengartikan Surat An-Nisa’ ayat 3, figh cenderung
menekankan pada unsur ibahah yaitu kebolehan laki-laki untuk menikahi
perempuan lebih dari satu orang yaitu sampai empat istri atau poligami.
Persyaratan adil pada ayat tersebut diartikan dengan adil kuantitatif, yaitu adil

dalam hal-hal yang bersifat lahiriyah seperti pakaian, tempat tinggal, dan

Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
Konsentrasi Peradilan Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

1® An-Nisa’(4): 3.
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giliran. Adapun keadilan kualitatif seperti cinta dan kasih sayang tidak
wajib."’

Poligami dapat dilakukan ketika seorang suami mampu untuk berlaku
adil kepada istri-istrinya. Ketidakmungkinan berlaku adil dalam berpoligami

tertuang pada surat An-Nisa’ ayat 129:

AalaallS a5 3 Jaal) S ) shoai Db giem n gl elaail) (| sland o) | gmadaioi () g

" Ll si Sl (1 | salest o) 5

Sebagaimana umumnya ulama tafsir dalam memberikan tafsiran surat
An-Nisa’ ayat 129 bermakna bagaimanapun usaha untuk berlaku adil,
manusia tidak akan mampu untuk melakukannya terlebih jika dihubungkan
dengan kemampuan dibidang non-materi sangat sulit untuk dilakukan. Allah
melarang untuk condong kepada salah satu yang megakibatkan yang lain
menjadi terlantar. Dengan kata lain harus adanya usaha maksimal dari suami
untuk senantiasa berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Al-Maraghi, dalam tafsirnya menyebutkan kebolehan poligami adalah
kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Pandangan bahwa, poligami

diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, hanya dapat dilakukan oleh

Malang,

' Nasaruddin Umar, Figh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender, (Malang: UIN Press
2011), him. 122.

8 An-Nisa’ (4): 129.
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orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. *° Sebagaimana sesuai

dengan kaidah figh yaitu:

Y'cjb.a.d\ cla o anie anliall ¢ o

Alasan-alasan yang membolehkan berpoligami menurut Al-Maraghi
adalah, pertama, karena istri mandul sementara keduanya sangat
menginginkan keturunan. Kedua, apabila suami memiliki seks yang tinggi
sementara istri tidak mampu untuk meladeninya. Ketiga, jika suami memiliki
harta yang banyak dan mampu untuk membiayai segala kepantingan istri dan
anak-anaknya. Keempat, pada saat jumlah wanita melebihi jumlah pria,
dikarenakan terjadinya perang?.

Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu
perbuatan rukhsah. Poligami termasuk dalam kategori perbuatan rukhsah,
maka perbuatan ini bisa dilakukan hanya dalam keadaaan darurat, yang benar-
benar mendesak.

Dalam dua dasa warsa terakhir isu gender menjadi pokok bahasan

dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial serta menjadi topik

9 Khoiruddin Nasution, Riba & Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), him.89.

? H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), him.11.

2 1bid., him.90.
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penting dalam setiap perbincangan mengenai pembangunan. Gender sangat
erat kaitannya dengan emansipasi wanita, karena banyaknya isu yang muncul
mengenai ketidakadilan gender terhadap wanita. Namun, sebelum lebih jauh
membahas mengenai gender diperlukan pemahaman mengenai konsep gender
dan sex terlebih dahulu, karena merupakan dua konsep yang berbeda. Seks
adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada
jenis kelamin tertentu. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan
sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang
berbeda. Secara biologis alat-alat biologis melekat pada laki-laki dan
perempuan itu semua mutlak atas ketentuan Tuhan selamanya tidak dapat
dipertukarkan.?

Kata gender sering diartikan sebagai kelompok laki-laki dan
perempuan sama seperti perbedaan jenis kelamin. Namun, hal ini berbeda dan
perlu untuk diperhatikan konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum
laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun
budaya. Bentukan sosial atas laki-laki dan perempuan antara lain: perempuan
terkenal sebagai makhluk yang lemah, lembut, emosional, sedangkan laki-laki
dianggap kuat, rasional, dan perkasa.?

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa, gender merupakan

perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari perubahan

him.4.

%2 Handayani Tri Sakti, Konsep dan Teknik Penelitian Gender, (Malang: UMM Press, 2008),

2 bid., him.5.
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sosial dan budaya. Gender berbeda dengan biologis sebagaimana mutlak atas
ketentuan dari Tuhan. Dengan demikian, sifat gender dapat dipertukarkan
karena bukan bersifat biologis.

Penelitian ini menggunakan salah satu teori dalam gender yaitu teori
konflik. Gagasan konflik sudah lama ada dalam pemikiran manusia, namun
Hegel adalah pemikir pertama yang memberi tekanan perhatian pada konflik
sebagai inti dari teori perubahan. Konsepsi inilah yang mempengaruhi dasar
teori Karl Marx. Menurut Marx, masyarakat terpolarisasi dalam dua kelas
yang selalu bertentangan, yaitu kelas yang mengeksploitasi dan kelas yang
dieksploitasi. Marx melihat perkembangan masyarakat dari masyarakat
komunis primitif kemudian perbudakan, feodal, kapitalis, sosialis dan
akhirnya menuju komunisme. Perubahan tersebut melalui suatu konflik.?*

Dalam masalah gender teori sosial-konflik yang dikembangkan oleh
Marx mengemukakan bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-
laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi
merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi
yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan laki-laki dan perempuan
(suami-istri) tidak ubahnya dengan hubungan ploretar dan borjuis, hamba dan

tuan, atau pemeras dan yang diperas. Dengan demikian, ketimpangan peran

% Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1987), him. 35.
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gender dalam masyarakat bukan karena kodrat dari Tuhan, tetapi disebabkan
oleh konstruksi masyarakat.”®

Penelitian ini membahas mengenai poligami dikarenakan seorang istri
mengalami sakit jiwa, dalam hal ini berkaitan dengan teori konflik adalah
ketimpangan peran antara suami dan istri dalam keluarga poligami disebabkan
oleh perbedaan gender dan merupakan bagian dari penindasan kelas yang
berkuasa. Dengan begitu dapat terlihat bahwa terdapat pola yang dibentuk
oleh masyarakat, dalam hal ini istri termasuk sebagai kelas yang dieksploitasi
dan suami adalah kelas yang mengekploitasi. Inilah yang menyebabkan sering
terjadinya konflik dalam keluarga poligamis.

Relasi hubungan suami istri dapat berjalan dengan seimbang apabila
keduanya memiliki peran yang sama. Kaitannya dengan permasalahan
poligami, kondisi keluarga poligami tidak dapat menciptakan masing-masing
peran dalam keluarga dengan seimbang. Dalam hal ini, perempuan yang
dikesampingkan atau sebagai posisi rendah dalam kalangan masyarakat.
Akibat dari proses konstruksi sosial yang membentuk bahwa wanita itu lemah
dan selalu berada di bawah laki-laki. Laki-laki yang menjadi superior dan
perempuan sebagai subordinasi.

Gender dapat menjadi masalah sosial ketika timbul ketidakadilan di

dalamnya. Keadilan gender adalah suatu proses menuju setara, selaras,

% https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/6032/5221 Marzuki, Kajian Awal

Tentang Teori-Teori Gender, Jurnal Civics VVol. 4 No. 2 (Desember 2007).
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seimbang serasi dan tanpa diskriminasi. Uraian berikut membahas secara
lebih rinci masing-masing manifestasi ketidakadilan gender?®:

a. Gender dan Marginalisasi Perempuan, adalah usaha membatasi
atau pembatasan. Proses marginalisasi yang mengakibatkan salah
satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal
ini perempuan, disebabkan oleh gender. Ada beberapa perbedaan
jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses
marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut.

b. Gender dan Subordinasi, sebuah pandangan yang tidak adil
ternadap salah satu jenis kelamin. Mampu menyebabkan
penempatan salah satu jenis kelamin pada status, peran yang tidak
setara dan adil. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau
emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin,
berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada
posisi yang tidak penting.

c. Gender dan Stereotipe, pelabelan atau penandaan terhadap suatu
kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kesan negatif
sehingga mampu merugikan. Banyak sekali ketidakadilan terhadap
jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang bersumber dari
penandaan (stereotipe) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya,

setiap terjadi kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang dialami

% Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, ... him.13.
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olen perempuan masyarakat berkecendungan menyalahkan
korbannya. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan,
kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena
stereotipe tersebut.

d. Gender dan Kekerasan, kekerasan (violence) adalah serangan atau
invasi (assault) terhadap fisik maupen integritas mental psikologis
seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya
berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap
satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender.
Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan
kekuatan yang ada dalam masyarakat.

e. Gender dan Beban Kerja, adanya anggapan bahwa kaum
perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok
untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat semua pekerjaan
domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan.
Pemaksaan atau pengabaian salah satu jenis kelamin menanggung
beban aktifitas berlebihan yang kemudian berdampak pola
pembagian kerja yang tidak fleksibel. Dengan demikian hal
tersebut dapat memicu ketidakadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
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Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (library research),
yakni jenis penelitian yang datanya diproses dengan cara menelusuri bahan-
bahan pustaka. Adapun data yang digunakan ialah putusan pengadilan
wonosari tentang perkara izin poligami No. 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno yang
disebabkan karena istri sakit jiwa.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif-Analitis yaitu
penelitian yang bersifat mengumpulkan data-data yang kemudian
dideskripsikan dan dianalisis. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan
putusan perkara izin poligami No0.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno kemudian
dianalisis dengan hukum Islam dan sudut pandang gender.
3. Pendekatan
a. Pendekatan Normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan
mendasarkan pada hukum Islam. Berarti melakukan pemahaman
terhadap ketentuan nash baik Al-Qur’an, Hadis, Kaidah Ushul Fikih
serta berbagai pandangan ulama mengenai poligami.
b. Pendekatan Gender, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan
sudut pandang gender, dengan melihat pandangan tokoh gender
terhadap perkara izin poligami karena istri sakit jiwa.

4. Sumber Data
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Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi.
Dengan mempelajari dokumen berkas-berkas perkara yang berupa
putusan permohonan izin poligami No. 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno
yang disebabkan karena istri mengalami sakit jiwa.

Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara
(Interview) dengan para hakim di Pengadilan Agama Wonosari
tentang putusan permohonan izin poligami No.
0196/Pdt.G/2010/PA.Wno. Selain itu, buku atau bahan pustaka

lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan penilitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a.

b.

Dokumentasi, yaitu dengan menelusuri berkas-berkas ataupun data-
data yang berhubungan dengan penelitian ini, Khususnya berkas
putusan pada perkara izin poligami No. 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno.

Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan langsung oleh
penyusun dan majelis hakim yang memutus perkara izin poligami
N0.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno dengan tujuan untuk memperoleh
informasi tambahan terkait dengan upaya majelis hakim dalam

menyelesaikan perkara tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penyusun pada penelitian ini adalah analisis

kualitatif dengan cara berpikir induktif. Analisis kualitatif sebagai prosedur
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penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian pada
aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisa dengan cara
berpikir induktif. Berpikir induktif berangkat dari fakta-fakta khusus,
peristiwa-peristiwa kongkret digeneralisasi yang mempunyai sifat umum.?’
Dalam hal ini akan dipaparkan mengenai permasalahan izin poligami karena
alasan istri sakit jiwa, kemudian dianalisis dan diinterpretasikn. Setelah itu,
dapat dilihat sesuai dengan ketentuan hukum normatifnya secara umum.

. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, bab pendahuluan yang berisi dari beberapa subbab yaitu, latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, di
dalamnya menjelaskan tentang alasan penelitian ini dilakukan dan
memfokuskan sebuah pembahasan dari permasalahan yang diteliti serta target
dan manfaat yang ingin dicapai dari sebuah penelitian. Telaah pustaka, untuk
membatasi dan membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah
pernah dilakukan sebelumnya. Kerangka teoritik, untuk digunakan sebagai
alat analisis dalam permasalahan yang diteliti. Metode penelitian, untuk
mempermudah dilakukannya penelitian agar menjadikan penelitian ini sesuai
dengan tujuan dan kegunaannya. Subab terakhir adalah sistematika
pembahasan menjelaskan mengenai alur dari penelitian yang akan dilakukan

untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini.

27 Sutrisno Hadi, Metodologi Research 1, (Yogyakarta: Andi, 2004), him.41.
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Bab Kedua, menjelaskan tentang tinjauan umum poligami dalam hukum
Islam dan gender. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk memperoleh
pemahaman teori yang benar terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu
sebuah poligami dan pandangan gender. Pada bab ini terdiri dari dua subbab,
subbab yang pertama membahas mengenai poligami yang meliputi pengertian
poligami, dasar hukum poligami dan pandangan ulama tentang poligami.
Subbab kedua akan dipaparkan tentang gender pembahasannya meliputi
pengertian gender, peran dalam kelurga menurut gender dan pandangan tokoh
gender dalam perkara poligami.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Wonosari
yang merupakan tempat pengajuan perkara izin poligami  No.
0196/Pdt.G/2010/PA.Wno diperiksa sehingga dapat diketahui sejarah
Pengadilan Agama Wonosari, letak geografis, kompetensi, wilayah yuridiksi
dan susunan organisasi. Selanjutnya mengenai deskripsi duduk perkara
putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang izin poligami karena istri sakit
jiwa No0.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno. Kemudian pada subbab selanjutnya
menjelaskan mengenai dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam
mengadili  perkara putusan poligami  No0.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno.
Selanjutnya, subab terakhir membahas tentang pandangan tokoh gender

terhadap putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang izin poligami
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N0.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno. Pada bab tiga ini dapat dirangkum menjadi
tiga subbab pembahasan.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap putusan poligami
N0.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno karena istri sakit jiwa. Pembahasan pada bab
ini merupakan analisis terhadap data yang telah dipaparkan pada bab tiga
dengan menggunakan metode penelitian dan kerangka teoritik di bab satu dan
dua. Pada bab ini terdapat dua subbab yaitu analisis Hukum Islam terhadap
putusan poligami No0.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno karena istri sakit jiwa dan
yang kedua analisis gender terhadap putusan izin  poligami
N0.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno karena istri sakit jiwa.

Bab Kelima, adalah bab penutup yang merupakan akhir dari isi penelitian ini.
Bab ini terdiri dari dua subbab yaitu: Pertama, kesimpulan sebagai jawaban
atas pokok masalah yang ada di bab satu dan kedua saran-saran atas penelitian

yang dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pada uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan
terkait  dengan  putusan  Pengadilan  Agama  Wonosari  No.
0196/Pdt.G/2010/PA.Wno tentang izin poligami maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan
Agama Wonosari sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang
berlaku, sebagai dasar hukum adalah sesuai dengan kompetensi Absolut
dan Kompetensi Relatif. Kompetensi Absolut terdapat dalam Pasal 63
ayat 1 huruf a UU nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU
Nomor 50 Tahun 2009 dan kompetensi relatif dalam hal perkara
permohonan Poligami tersebut pemohon dan termohon bertempat
tinggal di Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan wilayah
Yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari maka, menjadi wewenang
Pengadilan Agama Wonosari. Dalam syarat alternatif secara tekstual
tidak terdapatnya alasan poligami karena istri mengalami sakit jiwa
namun dalam menafsirkan Undang-Undang untuk tidak terlalu sempit.

Seseorang istri yang sedang mengalami sakit jiwa secara otomatis tidak

86
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mampu lagi untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang istri,

maka majelis hakim berkesimpulan dan mengabulkan permohonan izin

poligami bahwasannya istri sudah tidak mampu untuk melaksanakan
kewajibannya sebagai seorang istri. Disamping itu, sudah terpenuhinya

syarat kumulatif yakni pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

tentang Perkawinan termasuk juga sudah mendapatkan izin dari Pejabat

karena seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak melaksanakan
poligami harus mendapatkan izin dari Pejabat sebagaimana dijelaskan
dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin
perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan

Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10

Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil.

. Putusan perkara izin poligami N0.0196/Pdt.G/2010/PA.Wno karena

istri mengalami sakit jiwa dilihat dari dua perspektif yakni Hukum

Islam dan Gender.

a. Dari segi Hukum Islam, putusan izin poligami belum sesuai dengan
aturan yang terdapat dalam Hukum Islam, sebagaimana yang
dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 129 bahwa seseorang tidak
akan mampu berlaku adil dalam bidang immaterial atau hati. Oleh
karena itu, seorang yang poligami sedangkan istri pertama sakit jiwa

maka kecenderungan perhatian dan kasih sayang nya lebih kepada
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calon istri kedua pemohon. Sejalan dengan kaidah figh
menghilangkan kemaksiatan lebih didahulukan daripada meraih
maslahat. Menghindari zina lebih didahulukan dan setia kepada satu
orang istri lebih meraih maslahat.

Dari segi gender, putusan izin poligami tersebut belum sesuai untuk
dapat dilaksanakan dikarenakan untuk posisi seorang istri yang
mengalami sakit jiwa sangat membutuhkan peran seorang suami
untuk mampu melindungi dan memberikan sebuah perhatian serta
dukungan karena kondisi psikologis yang lemah. Selain itu,
terdapatnya kesenjangan yang terjadi di lingkungan sosial, yang
membuat ketidakadilan gender yakni dalam kondisi seorang istri
yang mengalami sakit jiwa diperbolehkannya untuk menikah lagi.
Akan tetapi jika peristiwa tersebut terjadi sebaliknya maka, seorang
istri tidak akan pernah meninggalkan seorang suami sendiri dalam
keadaan sakit. Inilah peran gender yang sudah terbentuk oleh
konstruksi masyarakat.

Apabila melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur
masalah izin poligami belum menjamah ketika terjadi permasalahan
izin poligami dengan alasan istri sakit jiwa yang kemudian salah
satu penyebab sakit jiwa tersebut berasal dari perlakuan seorang
suami, dapatkah izin poligami tersebut untuk tetap dikabulkan.

Namun mengenai hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang,
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lantaran tidak adanya peraturan yang menjelaskan bahwa majelis
hakim untuk menanyakan penyebab sakit yang dideritanya. Majelis
hakim hanya dapat memeriksa kejadian yang terjadi pada saat

perkara tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Perlu adanya pengkajian ulang dan penerapan nilai-nilai yang terdapat
dalam sebuah ikatan pernikahan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga,
masyarakat mampu untuk mengetahui konsep dasar dari sebuah pernikahan,

karena intisari dari insan beragama adalah berakhlak mulia.
2. Perlu adanya pengkajian ulang terhadap pemohonan izin poligami, yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan agar dapat menyesuaikan

dengan perkembangan problematika yang terjadi sekarang ini.
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Lampiran 1

TERJEMAHAN

HLM

FN

Ayat Al-Qur’an, Hadis
dan Kaidah Fikih

TERJIEMAHAN

BAB |

QS. An-Nisa’ (4):3

Dan jika kamu khawatir tidak akan
mampu berlaku adil terhadap (hak-
hak)perempuan yatim (bilamana kamu
menikahinya), maka nikahilah perempuan
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau
empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak
akan mampu berlaku adil, maka
(nikahilah) seorang saja, atau hamba
sahaya perempuan yang kamu miliki.
Yang demikian itu lebih dekat agar kamu
tidak berbuat zalim.

13

16

QS. An-Nisa’ (4):3

Dan jika kamu khawatir tidak akan
mampu berlaku adil terhadap (hak-
hak)perempuan yatim (bilamana kamu
menikahinya), maka nikahilah perempuan
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau
empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak
akan mampu berlaku adil, maka
(nikahilah) seorang saja, atau hamba
sahaya perempuan yang kamu miliki.
Yang demikian itu lebih dekat agar kamu
tidak berbuat zalim.

13

18

QS. An-Nisa’ (4): 129

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di
antara istri-istri(mu), walaupun kamu
sangat ingin berbuat demikian, karena itu
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada
yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan
yang lain terkatung-katung. Dan jika
kamu mengadakan perbaikan dan
memelihara diri (dari kecurangan), maka
sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang.

14

20

Kaidah Fikih

Menolak mafsadah didahulukan daripada
meraih maslahat

BAB 11

27

QS. An-Nisa’ (4):3

Dan jika kamu khawatir tidak akan
mampu berlaku adil terhadap (hak-




hak)perempuan yatim (bilamana kamu
menikahinya), maka nikahilah perempuan
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau
empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak
akan mampu berlaku adil, maka
(nikahilah) seorang saja, atau hamba
sahaya perempuan yang kamu miliki.
Yang demikian itu lebih dekat agar kamu
tidak berbuat zalim.

30

HR. Abu Dawud

Dari Aisyah R.A. dia berkata: Rasulullah
SAW biasa membagi lalu berlaku adil.
Dan beliau bersabda: “Wahai Allah, inilah
pembagianku menurut kemampuan yang
aku kuasai. Maka janganlah Engkau
mencelaku karena kemampuan yang
Engkau miliki, sedang aku tidak mampu
menguasainya.” Maksudnya adalah hati.

30

QS. An-Nisa’ (4): 129

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di
antara istri-istri(mu), walaupun kamu
sangat ingin berbuat demikian, karena itu
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada
yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan
yang lain terkatung-katung. Dan jika
kamu mengadakan perbaikan dan
memelihara diri (dari kecurangan), maka
sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang.

31

11

HR. Imam Ahmad dan
Imam Tirmidhi

Dari Salim, dari ayahnya, bahwasannya
Ghailan bin Salamah masuk Islam dan ia
memiliki sepuluh orang istri yang juga
masuk Islam bersamanya lalu Nabi SAW
menyuruhnya agar memilih empat orang
istri diantara mereka. Riwayat Ahmad dan
Al-Tirmidzi. Hadis ini shohih menurut
Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis ini
ma’lul menurut Bukhari, Abu Zur’ah, dan
Abu Hatim.

31

12

HR. At Tirmidhi

Hanad menceritakan kepada kami, Abdah
memberitahukan kepada kami, dari Said
bin Abu Arubah dari Ma’mar dari Az
Zuhri dan Salim bin Abdullah dari Ibnu
Umar sesungguhnya Ghailan bin Salamah




As Tsagafi masuk Islam dan ia punya
sepuluh istri pada waktu masih jahiliyah
dan istri-istrinya itu masuk Islam
bersamanya, maka Nabi SAW
memerintahkan memilih empat istri
diantaranya.

32

13

HR. Ibnu Majah

Qois bin Harits telah berkata: saat aku
masuk Islam, aku memiliki delapan orang
istri aku mendatangi Nabi dan
mengatakan hal ini padanya. Kemudian
beliau berkata “Pilihlah empat dari istri-
istrimu”

BAB IV

73

QS. An-Nisa’ (4):3

Dan jika kamu khawatir tidak akan
mampu berlaku adil terhadap (hak-
hak)perempuan yatim (bilamana kamu
menikahinya), maka nikahilah perempuan
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau
empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak
akan mampu berlaku adil, maka
(nikahilah) seorang saja, atau hamba
sahaya perempuan yang kamu miliki.
Yang demikian itu lebih dekat agar kamu
tidak berbuat zalim.

74

QS. An-Nisa’ (4): 129

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di
antara istri-istri(mu), walaupun kamu
sangat ingin berbuat demikian, karena itu
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada
yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan
yang lain terkatung-katung. Dan jika
kamu mengadakan perbaikan dan
memelihara diri (dari kecurangan), maka
sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang.

76

Kaidah Fikih

Menolak mafsadah didahulukan daripada
meraih maslahat




Lampiran 2

Daftar Istilah
Kode Keterangan
P.1 | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
P.2 | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon
P.3 | Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon
P.4 | Surat Keterangan dari RSU Wonosari
P.5 | Surat Pemberian ljin untuk Beristri lebih dari seorang, yang dikeluarkan
oleh Bupati Gunungkidul
P.6 | Surat Keterangan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon dan ditanda
tangani
P.7 | Surat Pernyataan tentang Harta Kekayaan yang dimiliki, yang dibuat dan di
tanda tangani oleh pemohon
P.8 | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Istri Kedua Pemohon
P.9 | Surat Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta
yang telah dimaterai
P.10 | Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh calon istri kedua
untuk bersedia menjadi istri kedua pemohon.
P.11 | Surat Bukti Pembayaran Gaji Pegawai.




PEDOMAN WAWANCARA HAKIM

. Apa dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara tentang
pemberian izin poligami di PA Wonosari khususnya dalam perkara izin
poligami N0.0196/Pdt.G/2010/Pa.Wno?

. Pada putusan izin poligami No0.0196/Pdt.G/2010/Pa.Wno izin poligami
dikarenakan istri mengalami sakit jiwa, padahal dalam undang-undang tidak
ditemukan sakit jiwa sebagai alasan dibolehkannya poligami. Bagaimana
pertimbangan hakim dalam perkara tersebut?

Bagaimana ketika keadaan tersebut terjadi sebaliknya, seorang suami yang
tidak mampu untuk melakukan kegiatan lagi sedangkan istri tersebut masih
membutuhkan kebutuhan biologis akan tetapi tidak tega untuk menceraikan
nya lalu isteri tidak dapat melakukan apa-apa lagi.

. Apakah undang-undang yang mengatur masalah poligami masih efektif dalam
perkembangan masyarakat?

. Apa saja faktor yang melatar belakangi bagi hakim yang mengadili kasus
poligami, sehingga kasusnya umumnya dapat di kabulkan oleh majelis hakim?
. Apakah alasan-alasan dalam UUP sudah sesuai dengan ketentuan dalam Figh
atau Hukum Islam?

Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai alasan-alasan tersebut?



PEDOMAN WAWANCARA P2GHA

Bagaimana pandangan Ibu/Bapak tentang poligami?

Bagaimana perarturan perundang-undangan yang mengatur perkara izin
poligami apakah sudah sesuai?

. Pada putusan izin poligami No0.0196/Pdt.G/2010/Pa.Wno izin poligami
dikarenakan istri mengalami sakit jiwa, kemudian dikabulkan, kemudian
bagaimana jika permasalahan ini terjadi sebaliknya seorang suami yang tidak
mampu untuk melakukan kegiatan lagi sedangkan istri tersebut masih
membutuhkan kebutuhan biologis akan tetapi tidak tega untuk menceraikan
nya lalu isteri tidak dapat melakukan apa-apa lagi.

Dalam persoalan seperti di atas apakah masing-masing hak yang dimiliki oleh
suami dan istri sudah seimbang?

. Apakah undang-undang yang mengatur masalah poligami masih efektif dalam
perkembangan masyarakat?

Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai alasan-alasan izin poligami tersebut?



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs ML witpaN TOSIBL , MST .
Pekerjaan @ HAKiM
Alamat L MAESAN RTO2 TAMANAN , BANGUNTAPAN  BANTUL

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul “Izin
Poligami Bagi PNS Di Pengadilan Agama Wonosari DIY Perspektif Hukum Islam dan
Gender (Studi Putusan No: 0196/Pdt.G/2010) oleh saudari:

Nama : Gendys Phurwatie Hamzahnie

NIM : 14350014

Semester : VIII

Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.
Bantul, 11 Februar 208

Pewawancara Pihak yang diwawancarai,

e

Gendys Phurwatie Hamzahnie




SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Do Endmnﬁ Sri Harlabik , MST.

Pekerjaan : Hakim

e — - RuriPotoong  Asr | Blok D3, Bangontapan ;, Euptv

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul “Izin
Poligami Bagi PNS Di Pengadilan Agama Wonosari DIY Perspektif Hukum Islam dan
Gender (Studi Putusan No: 0196/Pdt.G/2010) oleh saudari:

Nama : Gendys Phurwatie Hamzahnie

NIM : 14350014

Semester : VIII

Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Isiam)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Wonosari, 2} Janvar 201%

Pewawancara Pihak yang diwawancarai,

Gendys Phurwatie Hamzahnie \Dfﬁ 2L



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama C wirtand
Pekerjaan - Dreghue T26HA u{}\J e
Alamat : mm’bfrudan WBL/30} T 14 pw o2 .

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul “Izin
Poligami Bagi PNS Di Pengadilan Agama Wonosari DIY Perspektif Hukum Islam
dan Gender (Studi Putusan No: 0196/Pdt.G/2010) oleh saudari:

Nama : Gendys Phurwatie Hamzahnie

NIM : 14350014

Semester : VIII

Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.
Yogyakarta, [9 Febryari 20/

Pewawancara Pihak yang diwawancarai,

(o] =l

Gendys Phurwatie Hamzahnie ... wikany



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J1. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Nomor
Perihal

Yogyakarta, 22 Januari 2018

Kepada Yth.
074/0759/Kesbangpol/2017 Bupati Gunungkidul
Rekomendasi Penelitian Up. Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu

Gunungkidul

Di

WONOSARI
Memperhatikan surat :
Dari :  Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor :  B-64/Un.02/DS.1/FPN.00/01/2018
Tanggal : 18 Januari 2018
Perihal :  Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian
dalam rangka penyusunan Karya Tulis llmiah (Skripsi) dengan judul proposal: “IZIN
POLIGAMI BAGI PNS DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DIY ‘PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN GENDER (STUDI PUTUSAN NCMOR
:0196/pdt.G/2010/pa/Wno)” kepada :

Nama : GENDYS PHURWATIE HAMZAHNIE

NIM : 14350014

No. HP/Identitas : 081338539316/3212136506960002

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas/PT :  Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Wonosari

Waktu Penelitian ;22 Januari 2018 s.d. 31 Mei 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelit an dimaksud;

3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-
lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;

4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan
menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata
pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan makium.

A

SBANGPOL DIY
A ‘
— ¥
NZ/SUPRIYONO, SH
l’h %
o Jm& 01026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan)

s S Y e e



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU

Jalan Kesatrian 38 Wonosari, Gunungkidul 55812 Te epon (0274) 391942 Faksmile (0274) 2910851

= SURAT KETERANGAN / IJIN
Nomor : 0061/PEN/1/2018
Membaca : Surat dari Kesbangpol DIY, Nomcr : 074/0759/Kesbangpol/2017 tanggal 22
' Januari 2018, hal : Izin Penelitian _
Mengingat % 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang
Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan
Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa ngyakarta Nomor

Diijinkan kepada

38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Nama : Gendys Phurwatie Hamzahnie NIM :14350014

Fakultas/Instansi 1 Syariah dan Hukum/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Alamat Instansi :JI. Marsda Adisucipto

Alamat Rumah :  Blok Sana Rt.014/Rw.005, Bulak, Jatibarang, Indramayu

Keperluan . ljin penelitian dengan judul : “IZIN POLIGAMI BAG! PNS DI PENGADILAN

AGAMA WONOSARI DIY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER (STUDI
PUTUSAN NOMOR : 0196/PDT.G/2010/PA/WNO)”

Lokasi Penelitian :  Pengadilan Agama Wonosari
Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si
Waktunya : Mulaitanggal : 23 Januari 2018 s/d 23 April 2018

Dengan ketentuan

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala

Instansi) untuk mendapat petunjuk seperiunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat

2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA  Kab. Gunungkidul)
dalam bentuk softcopy format pdf yang tersimpan dalam keping compact Disk ( CD) dan dalam bentuk data yan
dikirim via e-mail ke alamat : litbangbappeda.gk@gmail.com ‘dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah dengan alamat e-mail : kpadgunungkidul@ymail.com.

3. ljin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya
diperlukan untuk keperluan ilmiah. ’

4. Suratijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperfukan.

5. Suratijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuin seperlunya.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;

Dikeluarkan di : Wonosari

‘Pada tanggal H 23 Januari 2018
An. Bupati
““Kepala

3. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Ketua Pengadilan Agama Wonosari ;

5. Arsip. ;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGER! SUNAN KAL{JAGA

7y, o FAKULTAS SYARPAH DAN HUKUM
QiJ

Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.{0274)545614
http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No.
Hal

Kepada

:B-16< 1Un.02/DS.1/PN.00/ / /2018 18 Januari 2018
: Permohonan Izin Penelitian

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
Di tempat

Assalamu’alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syarfah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/lbu

untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
sebagaimana yang tersebut ci bawah ini :

No.

Nama NIM JURUSAN

1.

Gendys Phurwatie Hamzahnie 14350014 Hukum Keluarga islam

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul guna

mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis limiah (Skripsi) yang berjudut "IZIN
POLIGAMI BAG! PNS DI PENGADILAN AGAMA WONOSAR! DIY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
GENDER (STUD! PUTUSAN NCMOR: 0196/PDT.G/2010/PA.WNQO) ".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
Dl g FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
htip://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No.  :B-/6¢//Un02DSAPN.OU [ 12018
Hal : Permohcnan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonosari
Di Wonosari

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakulias Syari'ah dan Hukura UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/ibu
untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

sebagaimana yang fersebut di bawah ini :

18 Januari 2018

l No. Nama

JURUSAN

1. Gendys Phurwatie Hamzahnie

14350014

Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunung Kidul guna
mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis limiah {Skripsi) yang berjudul "IZIN
POLIGAM! BAGI PNS DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DiY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN

GENDER (STUDI PUTUSAN NOMOR: 0196/PDT.G/2010/PA.WNO) ".
Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

= FAKULTAS SYARPAH DAN HUKUM
QI

Alamat : Ji. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545514
http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No.
Hal

Kepada
Yth. Dr.
Direktur

: B-%86/Un.02/DS.1/PN,00/ A 2018 09 Februari 2018
: Permohonan Izin Penelitian

Witriani, M.Hum.
Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (P2GHA)

Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari’'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/lou

untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

sebagaimana yang tersebut di bawah ini : 8
No. Nama NIV JURUSAN
1. Gendys Phurwatie Hamzahnie 14350014 Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (P2GHA) UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis
limiah (Skripsi) yang berjudul "IZIN PCLIGAM! BAGI PNS DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DIY
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER (STUDI PUTUSAN NOMOR: 0196/PDT.G/2010/PA.WNO) .

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

P i9660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PUTUSAN
Nomor:0196/Pdt.G/2010/PA.Wno

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari di Jalan Alun-Alun Barat
Nomor 1 Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
dalam perkara ijin poligami antara:-—-—-——-————————————_____

PEMOHON , umur 50 tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS, tempat tinggal di
Dusun XXX RT.XX RW. XX
Kelurahan XXX Kecamatan Playen
Kabupaten Gunungkidul, --------—-
LAWAN
TERMOHON ;umur 50 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat tinggal di Dusun XXX
RT.XX RW. XX Kelurahan XXX
Kecamatan Playen Kabupaten

Gunungkidul; —=—===c—r—m—mm—— e

alat bukti di persidangan; ——-——=——-=-———mmmmm e



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 03 Maret 2010 vyang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor :
0196/Pdt.G/2010/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:—=———-==r—== e e = e e S T e e e e e e A
1. Pada tanggal 28 Juli 1989, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX,

Kotamadya Yogyakarta ( Kutipan Akta Nikah Nomor

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah
Pemohon hingga sekarang;-—————-————————————o—m—————

3. selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan
dikaruniai 3 orang anak bernama:

a. XXX, tanggal lahir 04 November 1984;-—=—————-————————u
b. XXX, tanggal lahir 15 Agustus 1986;-—-—-————-————————
c. XXX, tanggal lahir 03 Maret 1988;--—---==—===o-———

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan
seorang perempuan bernama XXX, umur, 46 tahun, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX
UH.X /XXX RT.XX RW. XX Kalurahan XXX Kecamatan XXX
Kotamadya Yogyakarta, yang akan dilangsungkan dan
dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama XXX Kotamadya Yogyakarta, karena isteri

'



tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak
dapat disembuhkan, Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir

akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama

. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri

Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai
PNS dan mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp.

3.469.780,- (Tiga juta empat ratus enam puluh sembilan

. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri

Pemohon; ===

. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila

Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon

tersebut; - o R S P i

. Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan

mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini,

melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon

. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri

Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan
apabila Pemohon menikah dengan calen isteri kedua

Pemohon; ——————-- N Y PR

. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak

ada larangan melakukan ‘perkawinan, baik menurut syariat
Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yakni :



a.Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan
saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemochon
dengan calon isteri kedua Pemohon;--———-—---—---———-————-
b.Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda Cerad
dalam usia 46 tahun dan tidak terikat pertunangan
dengan laki-laki lain;-------—-"-"""""""--"--""-————
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;----------"--o -
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memanggil
pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan
mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi sebagail berikut:
Primair:
l..Mengabulkan permohonan Pemochon;--—---—ss-m—zr————=======
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk

menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua yang

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal vyang telah
ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan,
sedangkan Termohon diwakili oleh pengampunya yang bernama
xxx (adik kandung Termohon) karena Termchon tidak cakap

hukum (sakit Jiwa), Majelis Hakim telah menganjurkan



Pemohon di setiap persidangan agar membatalkan niatnya

untuk berpoligami namun tidak berhasil, sehingga

pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan

tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;----
Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon

menyampaikan keterangan

1. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pérkawinan telah

memperoleh harta bersama sebagai berikut:

1. Rumah permanen yang dibangun diatas tanah milik orang
tua Pemohon dengan ukuran 8x10 m yang terletak di
Dusun xxx RT. xx RW. =xx Desa =xxx Kecamatan =xxx
Kabupaten Gunungkidul;------------------"-—"-"--"—-—-—————

2. Sepeda Motor Merk Yamaha xxx atas nama xXxx, warna

biru tahun pembuatan 2007 , Nomor Polisi AB xxx HW

Nomor Mesin 4D7-332176, Nomor Rangka
MHI3407002FU88 2156 —— =< = — = - = = = e — i
3. Sepeda Motor Merk Honda xxxX atas nama xxxX, Warna
Biru tahun pembuatan 2009 , Nomor Polisi AB xxx UD
,Nomor Mesin JE12E-1591577 , Nomor Rangka
MHIJE12199K587308; ———————=————————=————————— e ———
4. Usaha Warnet ( Happyket ) di Dusun xxx RT. xx RW. xx
Kalurahan XXX Kecamatan Prayeh Kabupaten
GUHDNE K BAWL A ——— -~ S —— - —F W~ —————f W —————

P2 ( Qud ) uhit Ae Xuaigang —————-=rreensmsssssensnesess



2. Bahwa harta-harta tersebut mohon ditetapkan sebagai

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut
di atas, Termohon melalui pengampunya telah mengajukan
jawaban secara 1lisan di depan persidangan vyang pada
pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil
permohonan Pemohon, kenudian Termohon menyatakan kerelaan

dan keikhlasannya terhadap keinginan Pemohon untuk menikah

Menimbang, bahwa Pemchon telah menghadirkan calon istri
keduanya di depan persidangan, dan menurut pengékuanya
bernama xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat kediaman di xxx UH.X/xxx RT.xx RW.
xx Kalurahan =xxx Kecamatan xxx Kotamadya Yogyakarta.
Selanjutnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

- Bahwa ia bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu oleh
PO e A . . . — — R e ————— - mm—m——— =

- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon
dan Termohon, serta tidak mempunyai halangan untuk
menikah dengan Pemochon;

- Bahwa ia berstatus janda dengan dua orang anak;---------

- Bahwa ia tidak akan mengganggu harta bersama yang telah

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya,



a.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemchon yang
aslinya dikeluarkan oleh Camat xxx Kabupaten Gunungkidul,
Nomor: xxx tanggal 28-08-2009 yang telah dimeterai
cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,

laluidiberT tandai el frns mmr——gre e e e e e e

. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang

aslinya dikeluarkan oleh Camat xxx Kabupaten
Gunungkidul Nomor : XXX tanggal 01-04-2008 yang telah
dimeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya

ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-———————=—==—=——=-=

. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemochon dan

Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan XXX, Kotamadya Yogyakarta Nomor:
xx/xx/VII/1989 Tanggal 28 Juli 1989 yang telah dimeterai
cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,
lalu diberi el PESEE— ST — R — — — = ——
Surat Keterangan dari RSU Wonosari, Nomor

xx/xx/I1/2010, tanngal 2 Pebruari 2010 yang menerangkan

bahwa Termohon daam keadaan sakit jiwa, lalu diberi tanda

. Surat Pemberian TIjin untuk Beristri lebih dari Seorang

atas nama xxx. NIP. xxx, yang dikeluarkan oleh Bupati
Gunungkidul, Nomor : x/Pers/NC/D4/2010, tanggal  xx-xx-
XXX, lalu diberi tanda P.5j;————=—-—mmmmm e
Surat Keterangan Berlaku Adil yang dibuat dan ditanda

tangani oleh Pemohon tanggal 04 -05-2010, lalu diker:



g.

Surat Pernyataan Tentang Harta Kekayaan Yang Dimiliki,
yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan
diketahui oleh Kepala Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten

Gunungkidul, tanggal XR-XX-XX3y lalu diberi tanda

. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama xxx (Calon Istri II

Pemohon)* yang aslinya dikeluarkan oleh Camat xxx
Kotamadya Yogyakarta Nomor : xxxX tanggal XX-xXX-xxX, yang
telah dimeterai cukup, setelah  dicocokakan dengan

aselinya, ternyata sesuai lalu diberi tanda P.8;---—-—---

. Surat Akta Cerai, Nemor g xx/AC/xxxx/PA.Yk, yang

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal xx
T S S K X yang telah dimeterai cukup, setelah

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi

Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh
Sdr. =xxx bersedia menjadi istri II Pemohon lalu diberi
e I N A e - e — — — e — i i it e e e
Surat Bukti Pembayaran Gaji Pegawal bulan xxx 2010
Bemohon, tanggaly XX -xx—xkxK), yang dikeluarkan Bendarawan

pengeluaran xxx, tanggal xx-xx-xxxxX, lalui diberi tanda

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan saksi -

gokel gebagal BEerRUE f—-mrermomme s e s e e s

1.2t umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, <t=z=mpat

kediaman di Dusun xxx Kelurahan xxx Kecamazian XXX

Kabupaten Gunungkidul, di hadapan sidang saksi zesxzssbut



memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikuat: ————==-=---—m
a. Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang

berperkara karena bertetangga;-—-—-——-——-——=—————--—-————e——

b. Bahwa saksi belum kenal dan baru tahu dengan pengampu

c. Bahwa Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan
seocrang wanita bernama XXX, yang berasal dari

Yogyakarta karena Termohon mengalami setres sejak 10

e. Bahwa antara Calon istri II Pemohon tidak ada hubungan
keluarga baik dengan Pemohon maupun dengan istri I
=loalela ity — — g = e — — — e e e

f. Bahwa Calon istri II Pemkohon sudah berstatus Janda

g. Bahwa Pemohon sebagai PNS yang menurut pengamatan
saksi Pemohon akan mampu menghidupi dan berperilaku
adill terhadap kefua AStrihyafnaftif sr-c-—-———-—FS-——————

xxx , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus ,

tempat kediaman di Dusun xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx

Kabupaten Gunungkidul, di hadapan sidang saksi tersebut

memberikan keterangan keterangan yang pada pokoknya

sebagal betikut i s-=orromsecsssnenesmosEESST RS s e

a. Bahwa saksi kenal dengan kedua belan cihak vyang

’



10

b. Bahwa Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan
seorang wanita bernama xxx karena Termohon sakit

ingatan dan sering pergi sendiri tanpa tujuan dan

c. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap yang

d. Bahwa Pemohon mempunyai tempat tinggal dan harta benda
yang cukup, yang berupa rumah, tanah, mobil dan motor;
Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun
keterangan saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon
dan Termohon membenarkan; ——————————————————————— oo
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon
menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon
IR 1S BTy~ — = s — i~ — — — i s e R o i e e
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan
ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum

dallam Beritaghcard pemeriksaan peskara indly ———-—————————————

TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon
pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-—--——-—---
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan
sungguh menganjurkan Pemohon untuk membatalkan niatnya
untuk berpoligami di setiap persidangan sebagaimana
diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintzh Nomor 9 tahun

1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomcr 7 Tahun 1989, akan



I

tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini
dijatuhkan; —————————mm
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2,
terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah
Hukum Pengadilan Agama Wonosari, oleh karena itu sesuai
dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang
Pengadilan Agama Wenosari; =—-—-————=—=—-—-——mmmmmmmmm
Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara,
Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan
hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti
P.3 ternyata antara Pemchon dan Termohon telah terikat
dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan
Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan
6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
RIS 1 an; ——— e e e — —— —— — — — e — — — — —— e
Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan
oleh Pemochon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam
mengajukan permohonan ijin poligami pada intinya sebagai
BRIt Y - T~ 76— e =
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan
dikaruniai 3 orang anak bernama xxx, tanggal lahir 04
November 1984, XXX, tanggal lzhir 15 Agustus 1986

dan xxx, tanggal lahir 03 Maret 1838;-—-—————————————eem
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- Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang
perempuan bernama xxx, umur, 46 tahun, agama Islan,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di =xxx UH.x/xxx
RT.xx RW. Xx Kalurahan xxx Kecamatan xxx Kotamadya
Yogyakarta, karena isteri tidak dapat menjalankan

kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan

- Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon
untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXX;-

- Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sanggup
berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon; --------e-me-eeeeeeee
Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut
diatas, Termohon melalui pengampunya ternyata mengakui dan
membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karena
itu permohonan Pemohon telah terbukti karena pengakuan
merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna
sebagaimabna ketentuan Pasal 174 HIR, namun demukian

Majelis Hakim masih perlu memeriksa bukti-bukti yang telah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat
(2), pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
pasal 55 ayat (2), pasal 57 dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, seorang suami yang akan menikah lagi secara

poligami, harus memenuhi svarat alternatif dan syarat-

syarat kumulatif;

Menimbang, bahwa izsarkan keterangan pemohon,

dikuatkan dengan pengakuan Tz=rmchon, keterangan saksi-saksi
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dan bukti P.4, terbukti Termohon dalam keadaan sakit jiwa
dan sudah tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai
seorang istri; ————-mmmmmmmm e

Menimbang, bahwa berdsasarkan hal-hal tersebut di

| atas, maka majelis hakim menemukan fakta bahwa Termohon

dalam keadaan sakit jiwa yangsangat sulit untuk disembuhkan

dan Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibanya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum
sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon
dalam keaadaan sakit jiea yang tiodak dapat disembuhkan
adan sudah tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai
seorang istrij-——-——-—---mmmm e~

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon isteri II
pemohon bernama xxx dan keterangan saksi-saksi, terbukti
antara Pemohon dan calon isteri keduanya tidak ada halangan
untuk melakukan pernikahan. Hal ini telah sesuai dengan
penjelasan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, sementara hubungan Pemohon dengan calon istri
Pemmohon bernama xxx sudah begitu dekat, sehingga jika
keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru madharat
dan kemaksiatan yang akan menimpa mereka, oleh karena itu
memberi 1ijin kepada Pazchon untuk melakukan pernikahan
dengan calon istrinya <cersebut merupakan solusi yang

masighah bagi sémua pihak; —————c—————cc-—mm—mm e
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 tentang
kesanggupan berlaku adil Pemohon, bukti P.11 tentang
keterangan penghasilan Pemchon dan bukti P.7 tentang harta
keterangan kekayaan, maka syarat kumulatif untuk melakukan
poligami sebnagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 58 ayat (1 dan 2)
Kompilasi Hukum Islam, Telah terpenuhi; —--————————————u——

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil
(PNS) telah mendapatkan ijin untuk menikah lagi secara
Poligami dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati
Gunungkidul sebagaimana bukti P.5, oleh karena itu Pemohon
dalam mengajukan permohonan ijin poligami telah sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu
mengetengahkan firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang

PErbunyi: =——=SEE S R~ = —— e R e e

Isal L& L Ua oSl ay slud il 350 20 5y plagy, o &

aid A9 )glam dBaaly d

Artinya :" Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil
terhadzap anajk-anak yatim, maka kawinilah
peremruzn-perempuan yang baik bagi kamu, dua

tige, =t3u empat. Dan jika kamu khawatir tidak

sanggur untuk berbuat adil,maka (kawionilah) satu



15

Menimbang, bahwa Dberdasarkan permohonan Pemohon dan
bukti P.7, terbukti Pemohon selama perkawinannya dengan
Termohon, telah memperoleh harta berasama sebagai berikut :
1. Rumah permanen yang dibangun diatas tanah milik orang

tua Pemohon dengan ukuran 8x10 m yang terletak di

Dusun xxx RT. xx RW. xx Desa xxxX Kecamatan xxx Kabupaten

2. Sepeda Motor Merk Yamaha An. xxx, warna biru tahun

pembuatan 2007 , Nomor Polisi AB xxxx HW Nomor Mesin

3. Sepeda Motor Merk Honda Vario atas nama xxx, Warna Biru
tahun pembuatan 2009 , Nomor Polisi AB xxxx UD ,Nomor
Mesin JF12E-1591577 ,Nomor Rangka MHIJF12199K587308;----

4, Usaha Warnet ( Happyket ) di Dusun xxx RT. xx RW. xx

Kalurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Gunungkidul;-------

£. 20 ( dua pullEiuEEE ) BEERpULer; ——————F S — — = —— e — e
B T binidenB IERE clif=s e —~ — SR BT — - — e
7.2 ( dua ) unit AC ruangan;—-—-; ——————————————————————————
Menimbang, bahwa untuk menghindari tercampurnya harta
bersama Pemochon dan Termohon tersebut di atas dengan harta
yang akan diperoleh setelah perkawinan Pemohon dengan istri
yang kedua (dengan istri ke dua), maka harta bersama

tersebut harus ditetapkan sebagai harta Pemohon dan

Menimbanz, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di =ztas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

permohonar femchon untuk menikah lagi telah cukup alasan
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (ayat 2 huruf a dan b)
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 (huruf
a dan b) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan
Pemchon dapat dikabulkan; —————=—————-——memm e

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemchon;-——------

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADTITLTI

2. Menetapkan harta-harta dibawah berupa :-—--—-——-————————-
a. Rumah permanen yang dibangun diatas tanah milik orang
tua Pemohon dengan ukuran 8x10 m yang terletak di

Dusun xxx RT. xx RW. xx Desa =xxx Kecamatan xxx

b. Sepeda Motor Merk Yamaha An. xxX, warna biru tahun
pembuatan 2007 , Nomor Polisi AB Xxxx HW Nomor

Mesin 4D7-332176,Nomor Rangka MHI34070027J332156;----

c. Sepeda Motor Merk Honda atas nama xxx, Warna Biru

un pembuatan 2009 , Nomor Polisi AB xxx UD ,Nomor

in JF12E-1591577 ,Nomor Rangka MHIJF12199K587308;-

na Warnet ( Happyket ) di Dusun xxx RT. xx RW. xx

“zlurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Gunungkidul;---
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e. 20 ( dua puluh unit ) komputer;-———————————=—— -
f. Satu Unit Printer;--——--—====—-———mmmm

g. 2 ( dua ) unit AC ruangan;-=-———-——————-——————————

" ”mﬁ Adalah harta bersama Pemohon dan Permohon;----——————---
aﬂ\/u~\- 1
T N ', 3.Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah
. - 1
hof B 8 4
/‘z’ “ .+t lagi secara poligami dengan seorang perempuan bernama
= (e i
. KR

5o

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya

perkara ini sebesar Rp. 219.000,- (Dua ratus sembilan

belas ribu rupiah )j;-———————————mm e

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa
tanggal 11 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27
Jumadil Awal 1431 Hijriyyah, dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang terdiri dari Drs.WILDAN TOJIBI MSI
sebagai Ketua Majelis, Drs.YUSUF,SH,MSI. dan Drs.H.MUHAMAD
DIHAN ,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota,
dibantu o©leh BAMBANG HARIYANTO,SHI. sebagai panitera
pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Pengampu

Telmonch Te¥mohon, === =t mte el mncRluRNL S S s s s

Ketua Majelis

Drs.WILDAN TOJIBI , 6 MSI



Hakim Anggota I

/4

AN

A

»ie
¥  Drs.YUSUF,SH,MSI.

Hakim Anggota II

Drs.H.MUHAMAD DIHAN MH.

Panitera Pengganti

BAMBANG HARIYANTO, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran
2. Pemanggilan
3. Redaksi
4. Materai

Jumlah

Rp 30.000, -
Rp 178.000, -
Rp  5.000,-

Rp  6.000, -
Rp 219.000, -

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)
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